PR 2

NOMOR: 8

LEMBARAN DAFERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

ENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES

{APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI KEBUMEN,

bahwa untuk lebih meningkatkan penye-—
lenggarasn Pemerintashan, Pelaks
Pembangunan dan Pelayvanan masvarakat
menuju Desa yang Lampu menvelenggarakan
rumah tanggsnya nJlTl perlu menyusun
rencana kegistan-kegistan Ppmerintah
Desa vesng terarsh pada sSASaran—sSasSaran
ang telsh diteta;xan dengan “emgerhdtl—
kan skala prioritas

bahwa untuk mendukung kegistan Pemerin-
tah Desa sebagsimana tersebut butir a di
atas, perlu mengetshui dengsn Jelas
sumber—-sumber pendapatan Desa untuk
biaya pelaksansan kegistan-kegistan
Pemerintehan Desa tersebut setisp ta-

hunnya.
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bahwa sehubungan dengan hal tersebut di
atas, prerlu menetapkan Peraturan Diaerah
vang mengatur tentang Fenyusunan Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Desa.

Undang-undang Nomor 13 tahun 1850 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah
Jjo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang FPenetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten-

tang FPemerintahan IDaerah {(Lembaran
Negara Tahun 1989 HNeomer 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ten-
tang FPerimbangan Keuangan antara FPemer-
intah Pusat dan Daerah {(Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Femerintah dan Kewe-
nangan Fropinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 199%
tentang Teknik Penyusunan Feraturan
Perundangan—-undangan dan EBentuk Rancan-
gan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Feme-rintah, dan Rancangan Keputusan
FPresiden (Lembaran Negara Tahun 1888
Nomor 70Q);






DEWAN

Menetarkan

6.

~1

Feraturan Menteri Dalam HNegeri Nomer 4
Tahun 1889 tentang Fencabutan BRBeberapa
Peraturan Menteri Dalam Negeri, KXeputu-
san Menteri Dalam Negeri dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri mengenai Felaksa-
naan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1879
tentang Femerintahan Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
Tahun 1889 tentang FPetunjiuk FPelaksanaan
dan Fenyesuaian Feristilahan dalam
Fenyelenggaraan Femerintahan Desa dan
Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1889 tentang Pedoman Umum Pengatu-
ran Mengenai Desa;

Keputusan Dewan Ferwakilan Rakvat Dlaerah
Kaburaten Kebumen Nomor : (02/KPTS-
DPRI/18988 tentang FPeraturan Tata Tertib
Dewan TPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen.

Dengan persetujuan

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA

DESA (APBDes).






BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud
dengan
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6.

Diaerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka-
bupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum -
vang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat se-
tempat berdasarkan asal-usul dan adat-
istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada
di Daerah.

Pemerintah Desa adalah Kerala Dliésa dan
Perangkat Desa.

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya
disebut BPD adalah Badan FPerwakilan
vang terdiri atas FPemuka-pemuka masya-
rakat di Desa yang berfungsi mengayomi
adat-istiadat, membuat Feraturan Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi ma-
syarakat serta,melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Femerintahan
Desa.






7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa -
adalah rencana coperasional tahunan dari
Program FPemerintahan dan Fembangunan
llesa yang dijabarkan dan diterjemahkan
dalam angka-angka rupiah yang mengan-
dung perkiraan target pendapatan dan
perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.

8. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun
anggaran Negara.

BAB 11
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati
memberi pedoman penyusunan Anggaran FPendapatan dan
Belanja Desa kepada FPemerintah Desa dan BFD.

BAB 111
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
Pasal 3

(1) Anggaran Fendapatan dan Belanja Desa terdiri -
dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

{2) Bagian pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin -
dan Belandja Fembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Feraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan PBelanja Ilesa berikut Lampirannya
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Feraturan
Daerah ini.
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BAEB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Fasal DO
Penerimaan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos de-
ngan kode anggaran sebagai berikut :

Sisa Lebih FPerhitungan Anggaran Tahun Lalu;
2 FPendapatan Asli Desa;
3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
4 B
B

o |

.4 Bantuan dari Pemerintah;

.5 Bantuan dari Pemerintah FPropinsi;
.6 Sumbangan dari Fihak Ketiga:

.7 Pinjaman Desa.

T = = = =

Setiap pos terdiri dari ayat—ayat pos.
Pasal &

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu di-
maksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1
Teraturan Daerah ini, adalah sisa perhitungan
anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan
tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Fasal & -
ayat (1) kode anggaran 1.2. Feraturan Daerah
ini, terdiri dari :

a. Hasil Usaha Desa;

b. Hasil Kekayvaan Desa yang meliputi tanah Kas
Desa, Fasar Desa, Bangunan Desa, Obyek
Rekreasi yang diurus Desa dan lain-lain
kekayvaan milik Desa;

c. Hasil swadaya dan partisipasi;

d. Hasil gotong royong:;

e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

Bantuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud -
Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3 Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :
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. Bagian dari PaJjak dan Retribusi Daerah;
Bagian dari dana FPerimbangan Keuangan Fusat
dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten.

o

Pasal 7

(1) Bagian Pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam -
Peraturan Daerah ini terdiri atas © (enam) pos
kode anggaran sebagai berikut :

2R.1 Belanja pegawal;

?R.2 Belanja barang:;

R.3 Belanda pemeliharaan;

R.4 Biaya perjalanan dinas;
R.5 Belangja BFPD;

R.6 Pengeluaran tidak terduga;
R.7 BelanJja lain-lain.

BRI

(2) Bagian Pengeluaran Pembangunan dimaksud dalam -
Peraturan Daerah ini terdiri atas © (enam) pos
dengan kode anggaran sebagai berikut :

2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerin-
tahan;

2P.2 Pembangunan prasarana produksi;

2P .3 Pembangunan prasarana remasaran;

2P .4 Pembangunan prasarana perhubungan;

2F.5 Pembangunan prasarana sosial;

2FP.86 Pembangunan lain-lain.

Fasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian rpenge-
luaran pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 11.2 dan Lam—
piran 11.3 Peraturan Daerah ini.






(L)

(2)

Pa=al 9

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggar-—
sn Pendapatan dan Belanja Desa Jika untuk
pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala Desa dilarang melskukan atau menJand ikan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa untuk tujuan lain dari pada yvang
telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

FPasal 10

Pelaksanaan FPengeluaran dilakukan berdasarkan pada
prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuail dengan
rencana program/ kegiatan serta fungsi Pemerintahan

Desa.
BAB V
TATA USAHA KEUANGAN DEGA
Pasal 11
(1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergu-

nakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut
pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuail
dengan peraturan perundang-undangan yang berla-
ku.

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa
harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan
Desa dan setiap pengeluaran keuangan Iiesa harus
mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesual
dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungja-
wabkan.






(3) Pengelolaan
Bendahara Desa.

BAB VI
MEKANISME DAN PERSYARATAN FPENGANGKATAN
BENDAHARA DEGA
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas
persetujuan dari BFD.

BAB VI1
FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DEGA
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencatatan pada Buku
Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran
keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan Kepala
Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAEB VIII
PEMBAHASAN ANGGARAN
FPasal 14

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas -
dalam Forum Musyawarah Desa.

(2) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk
dibahas dan disahkan.

BAB 1IX
PENETAPAN ANGGARAN
Pasal 15

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan
setiap tahun anggaran dengan FPeraturan Desa.






(2)

(4)

(1)
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Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan
oleh Kepala Desa dengan BFD.

Penetapan Peraturan Desa dimaksud ayat (Z) Pa-
sal ini, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah ditetapkan Anggaran FPendapatan
dan Belanja Daerah.

Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentu-
kan belum ada persetujuan BFD, maka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap
telah disahkan. ‘

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN
Pasal 16

Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Desa yang telah memperoleh peneta-
pan dari BPD maka Perubahan Anggaran dengan
FPenetapan Peraturan Desa.

Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat -
(1) Pasal ini, dilakukan setelah Ferubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetap-
kan.

Pasal 17

Bentuk., isi dan susunan FPeraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
berikut Lampirannya seperti dalam Lampiran 1II
Peraturan Daerah ini.






- i1 -

BAB XI
PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berak-
hirnya tahun anggaran, Kepala Desa wadiib menetapkan
Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran FPenda-
patan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Bentuk dan susunan FPeraturan Desa tentang Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut
Lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran I1I
Peraturan Daerah ini.

BAE XI1
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 20

(1) Pertanggungjiawaban Anggaran Fendapatan dan Be-
lanja Desa oleh Kepala Desa kepada BFD, selam-
bat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

(2) Pertanggungjawaban Anggaran Fendapatan dan Be-
lanja Desa tembusannya disampaikan kepada
Bupati melalui Camat.

(3) Pertanggungjawaban Anggaran FPendapatan dan Be-
lanja Desa yang disampaikan kepada DBupati
berbentuk perincian pendapatan dan pengeluaran.

BAE XI11
MEKANISME PENGAWASAN FPELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BFD
Pasal 21

(1) BPD mengawasi Jjalannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
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Setiap akhir tahun anggasran Kepals Desa menyam-
paikan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa kepada BFD.

BPD dapat memanggil Kepala Desa apabila terda-
pat indikasi penyelewengan Anggaran Pendapatan
dan Belandja Desa.

Apabila terbukti terdapat penyelewengan Anggar-
an FPendapatan dan Belanja Desa maka BFD dapat
melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X1V

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI
Pasal 22

Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan -
penyvelewengan terhadap Anggaran FPendapatan dan
Belanja Desa maka Bendaharawan Desa dapat
dituntut di muka hukum.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Benda-
harawan Desa mengganti dana yang diselewengkan
dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Feraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati.
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FPasal 24

Dengan berlakunys Peraturan Dserah ini, makas per-
zturan perundang-undangan sebelumnys mengenail
Anggaran Pendspatan dan Belanja Desa dinyatakan
tidak kerlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berliaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUFATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

. Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 7 pada tanggal 2
September 2000.

..\—'7

pEMBIﬂA/ﬁTAMA MUDA
NIP. 500 032 375
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PENJELAGAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEGA
{ APBDes)

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1888 tentang
Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Men-
teri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1879 tentang Femerintahan
Desa, Pasal 1 Nomor 19, menyatakan mencabut Peratu-
ran Menteri Dalam Negeri Nomor Z Tahun 1881 tentang
Penyusunan Anggaran Fenerimaan dan Fengeluaran
Keuangan Desa. Selanjutnya sesuai dengan Pasal &
ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
Tahun 1999 yang menyatakan tidak berlakunya in-
struksi, petunjuk atau pedoman yang diadakan cleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah., ditetapkan prada
saat Peraturan Daerah Kabupaten sebagal pelaksanaan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 19899 dinyatakan mulai
berlaku.

Terkait pada hal tersebut maka FPemerintah
Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Penyusu-
nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
mendasar pada Bagian Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Feratu-
ran Daerah Kabupaten Kebumen.






PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

1
11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Buku Administrasi Keuangan Desa di
maksud dalam Pasal ini, sebelum
Bupati menetapkan kemudian, berlaku
Buku Administrasi vyang saat ini
masih ada.

Kepala Desa dan BPD berkewajiban
mengawasi pelaksanaan penyelengga-
raan pembukuan dan pelaksanaan
relaporan.

Pencatatan dalam Buku Keuangan Desa
termasuk swadaya masyarakat yang
berwujud uwang dicatat pada Kas
Umum, sedangkan yang berupa materi-
al maupun tenaga dicatat pada Buku
Kas Pembantu.

13 dan -
14 : Cukup jelas.

oMy}
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113 : Dalam membuat Rancangan Anggaran -
Pendapatan dan Belanjas Dess, Pemer-—
intah desa mengadaskan Rapat Desa
dengan masyarskat disesuaikan
dengan situssi dan kondisi masing-
masing.

A
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o
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Pasal 18 s/d -
Pasal 25 : Cukup Jelas.

-— ooBoo —--






LAMPIRAN 1II : PERATURAN DAERAH KABUFPATEN

KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DEGA

(APBDes) .
CONTOH -
PERATURAN DESA KECAMATAN
KARUPATEN KEBUMEN
NOMOR ....... TAHUN .......
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEBA

Menimbang

TAHUN ANGGARAN

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

8.

KEPALA DEGSA,

bahws Anggsran Pendapatan dan Belanja -
Desa..... , Kecamatesn ...... Kabupaten
Kebumen Tahun .... yang ditetarpkan
berdasarkan Peraturan Desa .(....
NOMOT s s snn Tahun ....... karena adanys.
perkembangan keadaan perlu ditindau
kembali;

. bahwa berhubung dengan hal tersebut di -

atas, maka dipandang perlu merubah
Anggaran FPendapatan dan Belanja Desa
dengan FPeraturan Desa.






Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan PFPropinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950.

N}

Undang-undang Nomor 22 Tahun 18889 ten-
tang Pemerintahan Daerah:

. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1998 tentang Fencabutan DBeberapa
Feraturan Menteri Dalam Negeri, Keputu-
san Menteri Dalam Negeri dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri mengenai Felaksa-
naan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1878
tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
Tahun 1999 tentang Fetunjuk Felaksanaan
dan Penyesuaian Feristilahan dalam
Penyelenggaraan Femerintahan Desa dan
Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1999 tentang FPedoman Umum Pengatu-
ran Mengenai Desa;

6. Peraturan Dlaerah Kabupaten Kebumen No-

mor ... Tahun 2000 tentang FPenyusunan
Anggaran FPendapatan dan Belanja Desa
{(AFPBDes=);

7. Keputusan Bupati EKebumen Nomor ........
Tahun ..... tentang Fetunjuk Fenyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja De=za.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan
Desasa vang diselenggarakan rada
tanggal ... e e






Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DEBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN

(L)

(2)

(1)

________ KABUPA-TEN KEBUMEN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN ______ .

Pasal 1
Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran .......
semula Ep.....-. diperkirakan pertambah/berkur-
ang Rp...--.-- sehinggs menjadi Ep........--

Rincian penambahan/pengurangarn Pendapatan di-
maksud avat (1) di atas sdalah sebagaimans pada
Lampiran II.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2
Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran..... semala
Bp..sssas diperkirakan bertambah/berkurang
dengan Rp.....-«s. sehinggs menjadl Rp.........

dengan rincian sebagal berikutl :

z. Belanja Rutin sebelum perubshan Rpule = aies s = nm
Bertambah/berkurang Rl v~ s cins s os

Belanja Rutin setelah perubshan Rp........--
b. Belanjs Pembangunan sebelum perubahan -

Rertambah/berkurang | 4 « TP A

Belanja Pembangunan setelah perubahan -






{2) Rincian penambahan/pengurangan pengeluaran di-
maksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana
pada Lampiran I1.2 dan I1.3 Feraturan Desa ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...-.. setelah perubahan menjadi
Rp.........

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEFALA DEGSA,







LAMPIRAN II.1 :

PERATURAN DEGA KECA-
MATAN KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR ___ TAHUN ___
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAFATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN .

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFPATAN DESA __

KECAMATAN

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN

Fode Anggaran | Juslah Juslah | Anggaran
Anggaran fraian sebelun |Penambahani Pengura- | setelah |Penjelasan
Perubahan pgan | Perubahan
1 2 3 i 5 ) 7
1.1 Sisa lebih perhiiungan anggaran
tahun lalu
1.2 POS PENDAPATAR ASLI DESA
1.2.1  {Hasil Usaha Desa
1.2.1.1 |lumbung Desa
1.2.1.2 |Pembakaran Kapur, Genteng, Bata
1.2.1.3 |Peternakan, Perikanan, Pertanian
dan Perkebunan
1.2.1.4 |Pangkalan Rendaraan dan lain-lain
1 T R PR
1.2.2  {Tanab Kas Desa yang terdiri dari :
1.2.2.a |Tanah fas Desa
1.2.2.b |Tanah Bengkok
1.2.3  |Pasar/Rios Desa
1.2.4  |Obyek Rekreasi yang diurus Desa
1.2.5  |Pesandian Usum yang diurus Desa
1.0.6  [Hasil Swadaya dan partisipasi masy.
1.2.7  |Hasil Gotongroyong
1.2.8  |lain-lain Pendapatan Asii Desa yang
sah







1 2
1.2.8.1 |Pungutan Desa ierdiri atas :
1.2.8.1.1}luran atau urunan
s 30 10 K| R ST
1.2.8.1.3}Biaya adeinistrasi permohonan surat
surat keterangan
.1.2.8.1.4 Perusahaan yang ada di Desa sesoai
dengan klasifikasi
L2 B0 e scassenesensansnspmninhassabeees
1.2.8.1.6{Pologoro
L2 LM s adttelnsn snnsantse
1.3 POS BANTUAN DARI PEMERINTAR KABUPE-
TER
1.3.1  {Bagian dari perolehan Pajak dan
Retribusi
1.3.2  |Bagian dari dana perimbangan keua-
ngan Posai dan Daerah yang diterisa
oleh Pemerintah Kabupaten
01 T (O OB S,
1.4 BANTUAN DART PEMERINTAK
LT e isicesvnssnssensspasasninssoinen
‘ 5 % B N, T L L
1.5 BANTUAN DART PEMERINTAH PROPINSI
R TR O ST W,
0 I R R S S S r
1.6 SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
LB oo cvomiimiasasmansnsinssdvns sivss
B2 feieeiicitedondissnsnsssisinnnsiin:







1 2 3 §
1.1 PINJAAR DESR
Ll bcssnmmsmnsonsresvessinsshuos
L2 Joscermmeamssmnasvannanvsrspn
LS Jacssesrsenssmsmisininnntniinonsad

JUMLAH PENDAPATAN

KEPALA DEGA







LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DEBSA

KECA-

...................................

MATAN KABUFATEN KE-
BUMEN NOMOR TAHUN
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN "ENDAFPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
RINCIAN PERUBAHAN BELANJA RUTIN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN
fode Anggaran | Juslah Jumlah | Anggaran

Anggaran fraian sebelum |Penasbahan] Pengura- | setelah |Pemjelasan

Perubahan ngan | Perubahan
1 2 3 § 5 ] i

R4 P05 BELARJA PECAWAI

2R.1.1 |Penghasilan fepala Desa

iR.1.2  |Penghasilan Sekretaris Desa

2R.1.3  )Penghasilan Repala Urusan

2R.1.4  Penghasilan fepala Dusun

28.1.5 Penghasilan Pembantu Xepala Urusan

2R.1.6 |Honorarium di Inar Perngkat Desa :

2R.1.8.1 (Homor veneiieeeenen

2R.1.6.2 JHOROP .vvvreeiiiirrrrieeiaas

‘( 2R.2 P05 BELARJA BARANG

28.2.1 |Pembiayaan ATE

2R.2.2  |Peralatan Kantor

3SR T

2R.3 BELARJA PEMELIHARAAR

P10 10 S







1 . L §

R.4 POS BIATA PERVALANAN DINAS

AL s anesennas

BAD  foosscansanmmnsmssssissanenpussnsans

B.5 POS BELANJA BPD

DL Leosssvermmunnsnnrnsssesnsissnivonss

R P ——

R.6 P0S PENGELUARAN TIDAK TERDUGA

BBl |eeeecrnirniinnnnnnancatiacaoninees

;3 S PO ———.

A7 P05 BELANJA LAIN-LAIN

BIY  Jisssvsnsmmssansnesonvanaasensas

1 3 S SRR CRE————
JUMLAH BELANJA RUTIN

KEPALA DESA







LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DEGA
MATAN

BUMEN NOMOR
GARAN

KECA-

KABUPATEN KE-
TAHUN ___
TENTANG PENYUSUNAN ANG-

PENDAPATAN

DAN

BELANJA DESA TAHUN .

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN

TAHUN ANGGAEAN

KABUPATEN KEBUMEN

fode
Anggaran

Jraian

hnggaran

sebelum
Perahahan

Jumlah
Penambahan

Jumlah
Pengura-
ngan

fmggaran
setelah
Perabahan

Penjelasan

2

b

2.1

28.1.1
2.1.2
.13
2.2

20.2.1
20.2.2
22.2.3
2.3

2.3.1
20.3.2

2.4

.41

PEMBAHGUNAN SARANA DAR PRASARANA
PEMERINTAN DESA

Gedong/Tantor Desa
AULE

----------------------------------

PEMBANGUNAR PRASARARA PRODUESI

Pembuatan DAY
Pembuatan Saluran Irigasi

--------------------------------

PEBANGUNAN PRASARANA PEMASARAR

Pembangunan Pasar Desa

...................................

PEMBANGUNAR PRASARANA PERHUBUNGAN

Pembangunan Jalan Desa







1 A 3 §

29.4.2 |Pembangunan Jembatan
A Joiassssssssennaserissdisiontivianns

20.5  |PEMBANGUNAN PRASARARA SOSIAL

28.5.1 |Pembangunan Masjid
29.5.2 |Pembangunan Gereja
v T T T S S, LN

2.8 PEMBANGUNAN LAIN-LAIN

i 8 1 S (R SPPRPE Sy s

JUHLAH BELANJA PEMBANGUNAN

KEPALA DEGA
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LAMPIRAN 111 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN Z000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAFPATAN DAN BELANJA DEGA

(AFPBDes).
CONTOH :
PERATURAN DEGA KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR, TAHUN
TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DEGA

bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa .....
Tahun Anggaran..... , maka sesual dengan
ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupa-
ten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanda
Desa (APBDes), dipandang perlu menetapkan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanda
Desa dengan Peraturan Desa.

1. Undang-uvndang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa. Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950.

0

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1889 ten-
tang FPemerintahan Daerah;






mn

~]

3
Memperhatikan

&

Menetapkan

= 2 -

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -

Tahun 1898 tentang Fencabutan BRBeberapa
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputu-
san Menteri Dalam Negeri dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri mengenai Felaksa-
naan Undang-undang HNomor 5 Tahun 1979
tentang Femerintahan Desa;

Keputusan Menteri Dialam Negeri Nomor 63
Tahun 1899 tentang Fetunjuk FPelaksanaan
dan Penyesuaian FPeristilahan dalam
Penyelenggaraan Femerintahan Desa dan
Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 19989 tentang Pedeoman Umum Fengatu-
ran Mengenai Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No-
mor 6 Tahun 2000 tentang Fenyusunan
Anggaran Pendapatan dan BelanJja Desa
(AFBDes) ;

Keputusan Bupati Kebumen Nomor .........
Tahun ... tentang Fetunjuk Fenyusunan
Anggaran Fendapatan dan BelanJja Desa.

: Hasil Rapat/Musyawarah Badan Ferwakilan

Desa yang diselenggarakan pada tanggal

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :
FERATURAN DEGA KECAMATAN

KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERHI-

TUNGAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN______ .






o 3 7
FPasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun

Anggaran .....-.-- adalah sebesar Ep.........
Pasal 2
Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggar-—
BTl ook » o5 adalah sebesar Rp... ... 00
Pasal 3
Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun
ANgEaran «....---«- adalah sebesar Bp... ...t
Pasal 4
Jumlah Perhitungan Pengeluaran Dega Tahun ...-..
adalah sebesar Ep.... oo
Pasal 5

"Jumlah sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Desa
Tahun ANZEBYEN <« - o e s r s~ adaelsh sebesar

Pasal ©

Uraian dari Pendapatan, Belanda Desa dan kegiatan-
kegiatan, sebagaimana Lampiran I1I1I.1, III.Z dan
111.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.






7

Pasal
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
prada tanggal

KEPALA DEGA,




LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DESA KECA-

MATAN KABUFATEN KE-
BUMEN NOMOR __ TAHUN

TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAFATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAFATAN DEGA

KECAMATAN KABUFATEN KEBUMEN
O TAHUN ANGGARAN

fode Anggaran | Jumlah Juslah | Anggaran

Bnggaran Jraian sebeius |Penambahan] Pengura- | setelah |Penjelasan
Perubahan ngan | Perubahan
i 2 3 4 5 b 7
1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun laln

1.2 POS PERDAPATAR ASLI DESA
1.2.1  IHasil Usaha Desa
1.2.1.1 |Lusbung Desa
1.2.1.2 |Pembakaran Xapur, Genteng, Bata
1.2.1.3 |Peternakan, Perikanan, Pertanian

dan Perkebunan

1.2.1.4 |Pangkalan Yendaraan dan lain-lain
|35 8 T T
1.2.2  1Tanah Yas Desa yang terdiri dari :
1.2.2.a |Tanah fas Desa

1.2.2.b |Tanah Bengkok

1.2.3  |Pasar/Kios Desa

1.2.4  |Obyek Rekreasi yang diurus Desa
1.2.5  |Pemandian Umus yang diurus Desa
1.2.6  |Hasil Swadaya dan partisipasi masy.
1.2.7  iHasil Gotomgroyong

1.2.8  lain-lain Pendapatan Asii Desa yang

sah
1.2.8.1 Pungutan Desa terdiri atas :







1 A

—

iluran atau urunan

.3|Biaya administrasi permohonan surat
surat keterangan
1.2.8.1.4}Perusahaan yang ada di Desa sesval
dengan klasifikasi

P s s
e s s
o dd

e

...................................
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. . .
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. . .
J T
<
el
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Pt
(=]
oa
=]
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=]
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~=3

..................................

1.3 P05 BANTUAN DART PEMERINTAH EABUPA-
TEN

1.3.1  |Bagian dari perolehan Pajak dan
Retribusi

1.3.2  1Bagian dari dana perimbangan kena-
ngan Pusat dan Daerah yang diterima
oleh Pemerintah fabupaten

...................................

...................................

...................................







PINJAAN DESA

...................................
..................................

...................................

JUMLAH PENDAPATAN

KEPALA DESA







LAMPIRAN III.2 : PERATURAN DESA KECA-
MATAN KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR __ TAHUN
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA RUTIN DESA
KECAMATAN __  KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN
Kode Anggaran | Jumlah Juslah | Amggaran

Anggaran Jraian sebelun |Penambahan; Pengura- | setelah |Penjelasan

Perubahan ngan | Perubahan
1 2 3 § 5 ] 7

2R.1 POS BELARJA PEGAWAI

28.1.1 |Penghasilan fepala Desa

2R.1.2 |Penghasilan Sekretaris Desa

28.1.3 |Penghasilan fepala Urusan

7R.1.4 |Penghasilan fepala Dusun

2R.1.5 |Penghasilan Pembaniu Kepala Urusan

R.1.8 |Honorarium di luar Perngkai Desa :

R IR LT

2R.1.6.2 THOBOP. . .. cciomc coemmmnnicrsisavemsos

.2 POS BELARJA BARARG

2R.2.1  {Pembiayaan ATK

28.2.2  |Peralatan Hanior

MDY Lo aermeminoniomassmessisessonsss

8.3 BELARJA PEHELIHARAAR

v} Ty S R O D o

WoBL | oeorercncaremsbamasssvensbssaminmes







A

POS BIAYA PERJALANAN DINAS

..............................

..............................

-----------------------------

..............................

..............................

----------------------------

..............................

..............................

.....

.....

.....

-----

-----

.....

.....

JUMLAH BELANJA RUTIR

KEPALA DESA







LAMPIRAN III.3 : PERATURAN DESA KECA-

MATAN KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR ____ TAHUN

TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENRDAFATAN DAN

BELANJA DEEA TAHUN

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN _ KABUPATEN KEBUMEN
. TAHUN ANGGAEREAN

fode knggaran | Jumlah Juslah | Amggaran

Anggaran fraian sebelun |Penambahan] Pemgura- | seielah |Penjelasan
Perobahan ngan | Perubahan

1 A 3 4 5 ] T
2.1 PEMBANGUNAR SARAA DA PRASARANA
PEERINTAH DESA

20.1.1  |Gedung/lantor Desa

20.1.2  jAULA

10 T O s

2.2 DEMBARGUNAN PRASARANA PRODULSI

2.1 |Pembuatan DAM
2.2 |Pembustan Saluran Irigasi
2.3

...................................

2.3 PEMBANGUNAK PRASARANA PEMASARAN

29.3.1 |Pembangunan Pasar Desa

2.4 PEMBAHGUNAR PRASARANA PERHUBUNGAN

2P.4.1 |Pembangunan Jalan Desa
29.4.2 |Pembangunan Jembatan







PEMBANGUNAR PRASARARA SOSIAL

Penbangunan Yasjid
Pembangonan Gereja

JUMLAH BELANJA PEMBANGURAR

KEPALA DEBA







